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PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Manusia merupakan Zoon Politicon! yaitu makhluk sosial,® artinya
manusia senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, tidak
mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan interaksi sosial inilah yang
membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Ditengarai dari sifat dasar
manusia inilah kemudian manusia menciptakan organisasi-organisasi masyarakat.
Salah satu organisasi kemasyarakatan yang tertinggi adalah negara.’ Melalui
negara, masyarakat bersatu dan berkehendak untuk mewujudkan tujuan dari

kehidupan bersama.

' Zoon Politicon adalah suatu terminologi yang dikemukakan oleh Aristoteles untuk menjelaskan
mengenai makhluk sosial. Secara harafiah, Zoon berarti hewan dan politicon sendiri berarti berinteraksi
atau sociable. Zoon Politicon berarti social animal (hewan sosial). “..the following differences are manifest
in their modes of living in their actions. Some are gregarious, some are solitary... Man partakes of both
characters.” Aristotle, History of Animals, Book I, dalam Jonathan Barnes, The Complete Works of
Aristotle, The Revised Oxford Translation, Vol. 1, 488a6-488a6, (Princeton: Princeton University Press,
1991), hlm. 1123. “.a political creature and one whose nature is to live with others.” Aristotle, The
Nichomachean Ethics, trans. David Ross, revised edition, 1097b11, (Oxford: Oxford University Press,
2009), hlm. 260.

Sementara itu, John Stuart Mill lebih memaknai manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo
economicus. ““..concerned with him solely as a being who desires to possess wealth..” John Stuart Mill,
Essays on the Definition of Political Economy, dalam John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart
Mill — Essays on Economics and Society, part 1, vol. IV, ed. John M. Robson, (Toronto: University of
Toronto Press, 2010), hlm. 285.

Thomas Hobbes menggunakan terminologi Homini Lupus untuk menjelaskan manusia sebagai
makhluk sosial, yang artinya, seseorang merupakan seekor serigala untuk orang lainnya. “..by which man
rightly attacks and the other rightly resists..”; “..it cannot be denied that men’s natural state, before they
came together into society, was War..” Thomas Hobbes, On the Citizen, ed. Richard Tuck and Michael
Silverthorne, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), him. 29.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), him.
10-15.

* Banyak filsuf yang mengkonsepsikan negara dengan kemasyarakatan sebagai basis dasariahnya.
Misalnya, George Wilhelm Fredric Hegel, Logemann, dan Aristoteles. “..viewing the state either as the
product of the rational will of individuals..” G. W. F. Hegel, Ethics and Politics, edited by Robert B. Pippin
dan Otried Hoffe, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hIm. 13.



Pada awal lahirnya negara Indonesia, dirumuskan lima buah sila yang
memuat norma-norma kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yang kita kenal
dengan sebutan Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia
atau philosophische grondslag? dan pandangan hidup atau Weltanschauung,
sehingga nilai-nilainya harus diresapi dalam setiap sendi kehidupan bernegara.’
Nilai dan prinsip dasar kelima sila tersebut dituangkan ke dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945% yang terdiri dari empat pokok pikiran.” Undang-
pat p p g

4 Ir. Soekarno pertama kali mencetuskan ide Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau
philosophische grondslag dari Negara Indonesia, yang diucapkan pertama kalinya dalam sidang BPUPKI
pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat, Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid
I, (Jakarta: Prapanca, 1959), hlm. 2. Lihat juga, A.T. Soegito, “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Pendekatan Historis)”, dalam Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 01, (Desember 2016), him. 48.

5 Tri Budiyono, “Memanusiakan Manusia (Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara)”, dalam Jurnal Majelis, No. 1, (2016), hlm. 171.

6 Pada awal Negara Indonesia dibentuk, dirumuskanlah Konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal
18 Agustus 1945. UUD 1945 berlaku pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.

Selanjutnya pada tahun 1947 dan 1948, terjadi kontak senjata (agresi) oleh Belanda sebagai
ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, terjadilah
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan tiga buah persetujuan yang
salah satunya mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, yakni Negara Indonesia yang merupakan
negara federal, sehingga hasil dari persetujuan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Serikat (UUD RIS) pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Keinginan masyarakat untuk kembali kepada NKRI memuncak pada tahun 1950, yang mendorong
diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), yakni pada periode 17 Agustus
1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

Pada tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan dengan dasar Dekrit Presiden, yang
kemudian berlaku sampai dengan 19 Oktober 1999.

Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, dilakukan
amandemen terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada periode 19 Oktober 1999
sampai dengan 10 Agustus 2002, UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, sehingga
mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Hasil amandemen UUD 1945 ini adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

7 Dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, disebutkan bahwa pokok-
pokok pikiran yang terdiri dalam “pembukaan Undang-Undang Dasar adalah: i) “Negara” — melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; ii) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat; iii) Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan; dan iv) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang
adil dan beradab.



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)3
merupakan gerund norm dari Negara Indonesia, sehingga norma yang terdapat di
dalamnya merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar bagi terbentuk dan
berlakunya norma hukum lainnya.’

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, UUD 1945 mengalami perubahan
sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen
tersebut adalah hasil dari dorongan masyarakat sebagai implementasi dari
reformasi. Pada amandemen UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa perubahan
yang dinilai krusial bagi keberlangsungan Negara Indonesia, salah satunya adalah
perubahan Pasal 18 yang pada awalnya membahas mengenai Pembagian Daerah,
kemudian dipecah dalam tujuh butir ayat, yang salah satunya mengatur mengenai
Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.'?

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Wali

kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan
konstitusi Negara Indonesia yang berlaku pada saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
dilakukan Amandemen sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama dilakukan dalam
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan pada 14-21 Oktober 1999.
Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga
disahkan melalui Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 1-10 November 2001. Amandemen keempat
disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002, sekaligus menjadi Amandemen terakhir
dan belum dilakukan lagi hingga kini. Keempat amandemen tersebut mengubah nama UUD 1945 menjadi
UUD NRI 1945.

® Berdasarkan hierarki sistem hukum di Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dan
peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dalam UUD NRI 1945,
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Pengantar
Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.
130.

10 Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Pilkada pertama kali
diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.



kota dipilih secara demokratis”. Implikasi terjadinya amandemen UUD 1945
adalah bahwa seluruh peraturan di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh
bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945. Adapun pemaknaan dari “secara
demokratis” lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan
proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).!!

Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) menjadi UUD NRI 1945, Pilkada belum dilaksanakan secara langsung,'?
namun, Kepala Daerah ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), yang berbunyi,

1 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, (Depok, Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), him. 22.

12 Pelaksanaan Pilkada secara terus-menerus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Jauh
sebelum terbentuknya Negara Indonesia, Pemerintahan Hindia Belanda melalui undang-undang
Decentralisatiewet 1903 mengatur mengenai desentralisasi dalam pemerintahan agar pemerintah daerah
dapat berdiri secara mandiri yang dimanifestasikan melalui dewan-dewan daerah. Lihat, Tommy Raditya
D. Dan Pradipto Niwandhono, “Gemeenteraad dan Perkembangan Kota Surabaya 1906-1929”, dalam
Jurnal Verleden, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), him. 59.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan terdapat dalam
Osamu Seirei, dimana terdapat dua pembagian yaitu i) kepresidenan; dan ii) penunjukan dan pengangkatan
kepala daerah oleh Pemerintah Jepang. Pengaturan tersebut terdapat dalam: i) Undang-Undang Nomor 27
tentang Perubahan Pemerintahan (2602); ii) Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Syuu (2602);
dan iii) Undang-Undang Nomor 30 tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah (2602).

Pasca kemerdekaan Indonesia, dengan argumentasi bahwa situasi politik, keamanan, dan hukum
ketatanegaraan pada masa itu dinilai belum kondusif, maka melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (UU 1/1945), kepala daerah yang
diangkat adalah kepala daerah yang lama dari masa sebelumnya. Setelah UU 1/1945, terdapat beberapa
Undang-Undang lain yang mengatur mengenai penunjukkan dan pengangkatan Kepala Daerah, di
antaranya: i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(UU 22/1948); ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; iii)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU 1/1974); dan iv)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), dimana seluruh
Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penunjukkan dan pengangkatan kepala daerah tidak melalui
mekanisme pemilihan umum.



“DPRD mempunyai tugas dan wewenang: memilih Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.”!?

Euforia atas reformasi yang kemudian dilaksanakan amandemen atas
UUD 1945 menciptakan perubahan pelaksanaan Pilkada, yang sebelumnya dipilih
oleh DPRD, pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung sesuai dengan yang
diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004), yang berbunyi, “Kepala daerah dan
wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”'*

Setelah melalui beberapa kali perubahan,'® regulasi yang mengatur
mengenai Pilkada dan masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

13 Pasal 18 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

14 Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

15 Pasca amandemen UUD 1945, peraturan yang mengatur mengenai Pilkada dan pelaksanaannya
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) yang implikasi diterapkannya Undang-Undang
tersebut adalah untuk pertama kalinya di Indonesia, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
Lihat, Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan yang kedua terjadi pada tahun 2008 yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2008), yang mengubah Pasal 26 ayat (2) pada UU Pemda 2004, yang
semula berbunyi, “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.” menjadi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Artinya, pasangan calon yang
semula harus berasal dari partai politik, sekarang tidak harus berasal dari partai politik atau diperbolehkan
menjadi calon independen, selama beberapa persyaratan dipenuhi.

Untuk regulasi terkait Pilkada yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang mengatur mengenai pelaksanaan
Pilkada secara serentak.



Undang-Undang (UU Pilkada). Perbedaan signifikan antara pelaksanaan Pilkada
yang diatur dalam UU Pilkada ini dengan yang sebelumnya adalah
pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak atau bersama-sama, sebagaimana
diatur dalam Pasal 201 UU Pilkada yang mengatur mengenai pelaksanaan Pilkada
serentak.!® Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan Pelaksanaan
Pilkada bertujuan untuk memperbaiki demokrasi di daerah dan merupakan wujud
implementasi sistem demokrasi serta menghasilkan pemimpin yang bermutu dan
berkualitas dengan tujuan mengurangi adanya politik dinasti dan mengembalikan
kedaulatan ke tangan rakyat.

Politik dinasti!” adalah sebutan untuk keluarga politik tradisional atau
suatu praktik yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga yang berpolitik dan

memonopoli kekuatan politik (political power)'® dan kedudukan publik (public

16 Pilkada serentak ini diatur sedemikian rupa dengan lini masa yang tersusun dengan harapan agar
setelah tahun 2024, Pemilu dan Pilkada serentak akan dilaksanakan tahun yang sama agar efektivitas tahun
yang digunakan secara produktif difungsikan untuk berfokus pada pembangunan dan mensejahterakan
rakyat tanpa perlu terganggu dengan hiruk-pikuk tahun politik. Lihat, Achmadudin Rajab, “Urgensi
Penyelarasan Penjadwalan Transisi Pilkada Serentak dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dengan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Daerah”, Rechtsvinding,
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal online/Penataan%20Tanggap%20Pilkada%20di%20Perpu%20a
gar%20tersambung%?20dengan%20Pemilu%20Daerah.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul
17.15 WIB.

17 Kekhawatiran dan diskursus mengenai kelas-kelas politik yang dalam praktiknya seakan dapat
diwariskan sudah mulai terjadi sejak akhir abad ke-19, seperti yang dibahas oleh Gaetano Mosca pada tahun
1895 dan Michels pada tahun 1915.

“In the first place, all ruling classes tend to become hereditary in fact if not in law.” “..candidates
who are successful in democratic elections are always the ones who possess the political forces above
enumerated, which are very often hereditary.” Lihat, Gaetano Mosca, The Ruling Class (Elementi di
Scienza Politica), translated by Hannah D. Kahn, edited and revised by Arthur Livingston, (New York:
McGraw-Hill Inc., 1939), him. 514.

“The fundamental principle of modern monarchy (hereditary monarchy) is absolutely irreconcilable
with the principles of democracy, even when these are understood in the most elastic sense.” “The
hereditary transmission of political power has always been the most efficacious means of maintaining class
rule.” Lihat, Robert Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of
Modern Democracy, translated by Eden and Cedar Paul, (New York: Hearst’s International Library Co.,
1915), him. 12.

18 Kekuasaan dan penggunaan unsur “paksaan” adalah esensial dalam organisasi politik. Hal ini
sebagai bentuk kooperasi dan koordinasi sosial dalam aktivitas manusia yang esensial dalam kehidupan
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offices)!® dari generasi ke generasi dan memperlakukan kegiatan Pemilu seperti
kepemilikan mereka pribadi.?’ Di Indonesia sendiri, dinasti politik?! sudah terjadi
dalam berbagai rezim, dimulai sejak era Presiden kedua Negara Indonesia yakni
Seoharto, yang kemudian dilakukan pula oleh Megawati, Susilo Bambang

Yudhoyono, bahkan sampai Presiden Indonesia yang sekarang, Joko Widodo.?

bermasyarakatan. Hukum harus dapat dikoordinasikan, diformulasikan, dan ditegakkan. Untuk penegakkan
tersebut harus ada kekuasaan dimana kekuasaan dalam pemerintah dipegang oleh pejabat Pemerintah atau
otoritas yang memiliki kuasa, dalam hal ini adalah kekuasaan politik tersebut. “..the central problem of
politics, both practical and theoretical, is that of determining the point at which the imposition of force
ceases to maintain the conditions of the good life and passes over into oppression..” “.is not possible
without regulation, and the rules which control these activities..” “These conditions necessitate the
existence of a recognized authority which makes and declares the law and in whom the power is vested to
enforce it.” Lihat, Errol E. Harris, “Political Power”, dalam Ethics: An International Journal of Social,
Political, and Legal Philosophy, Vol. LXVIII, No. 1, (Oktober 1957), hlm. 1, diakses melalui
https://www .journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/291138?journalCode=et pada tanggal 5 Januari 2020
pukul 10.51 WIB.

19 Public Office jika diterjemahkan secara harafiah adalah Kantor Publik, dalam hal ini merujuk
kepada kantor-kantor pemerintahan dimana terdapat Pejabat Pemerintahan yang menjabat, seperti Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, public offices diekspresikan sebagai
public trust atau kepercayaan publik, dikarenakan kekuatan dan kekuasaannya adalah dari masyarakat pula.
“The ideal concept of public office, expressed by the words, “A public office is a public trust”, signifies
that the officer has been entrusted with public power by the people..” dapat dilihat di Senate Commission
on Art, dalam Pub. L., 100-696 (November 1988); Senate Manual Sections 917-924.

20 Rollin F. Tusalem dan Jeffrey J. Pe-Aguirre, “The Effect of Political Dynasties on Effective
Democratic Governance: Evidence from the Philippines”, dalam Asian Politics and Policy, Vol. 5, Iss. 3,
(June 2013), hlm. 377, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aspp.12037> pada tanggal 6
Agustus 2020 pukul 17.45 WIB.

Menurut Casey, dinasti politik dapat terjadi apabila ada hubungan darah maupun perkawinan dalam
dua generasi kandidat pejabat politik. “Political kinship or political family membership is defined as either
a tie of affinity or a consaguineous connection within two generations from the candidate.” Lihat, Kimberly
Lynn Casey, “Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics”,
dalam Disertasi, Ph.D University of Missouri, 2009, him. 94-95.

21 Politik Dinasti merujuk kepada praktiknya, sedangkan Dinasti Politik merujuk kepada klan/trah-
nya, misal: Dinasti Politik Ratu Atut Choisiyah, Dinasti Politik Soekarno, dst, keseluruhan merupakan
bagian dari praktik Politik Dinasti. Dinasti Politik dapat pula disebut sebagai Keluarga Politik.

22 Pada tingkat daerah, terdapat klan-klan politik dinasti seperti klan Ratu Atut Chosiyah di Banten,
klan Fuad Amin Imron atau Lora Fuad di Bangkalan, Madura, dan juga dinasti Syaukani dan Rita
Widyasari. Pada Pilkada 2020 yang akan datang, terdapat beberapa nama yang menjadi sorotan masyarakat,
yakni Gibran Rakabuming Raka, anak sulung dari Presiden Joko Widodo yang menjadi calon Walikota
Surakarta atau Solo mengikuti jejak sang Bapak sebelum menjadi Presiden, dan juga Bobby Nasution, yang
merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo yang juga mencalonkan diri sebagai walikota Kota Medan.
Selain dari pada klan Presiden Joko Widodo, terdapat pula Siti Nur Azizah, menantu dari Wakil Presiden
Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang akan ikut dalam kontestasi politik menjadi walikota Tangerang
Selatan, Banten, yang mana salah satu lawan politiknya adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang
merupakan keponakan dari Prabowo Subianto, yang merupakan lawan politik Presiden Joko Widodo dalam
Pemilu Presiden 2014 dan 2019 yang pada saat ini menjabat menjadi Menteri Pertahanan Republik
Indonesia.



Pada tahun 2013 lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat
terjadinya kenaikan dinasti politik, dari yang sebelumnya hanya tiga persen
meningkat menjadi sebelas persen atas 58 orang dari 524 kepala daerah di
Indonesia.?® Penelitian juga dilakukan oleh Nagara Institute untuk mengukur
persentase politik dinasti di Indonesia dan menemukan bahwa Banten menempati
posisi teratas dengan persentase 55,56 persen.?* Temuan ini diukur berdasarkan
pemilihan kepala daerah pada periode 2015 sampai 2017 yang digelar dalam 541
wilayah meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Keseluruhan persentase pun naik
jika dibandingkan dengan temuan Kemendagri pada tahun 2013 lalu, yakni
dengan persentase 14,78 persen.

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara

seperti Jepang?>, India?®, Thailand?’, dan Amerika Serikat juga memiliki dinasti-

23 Disampaikan oleh Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Johan, dalam Berita Kementerian
Dalam Negeri, “Kemendagri: Dinasti Politik Semakin Meluas”,
https://kemendagri.go.id/berita/baca/11872/kemendagri-dinasti-politik-semakin-meluas pada tanggal 29
September 2020 pukul 18.01 WIB.

24 Disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, dalam Berita Litbang
Kementerian Dalam Negeri, “Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik”,
https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-nagara-institute-banten-terbesar-soal-terpapar-dinasti-
politik pada tanggal 29 September 2020 pukul 18.08 WIB.

25 Politik Dinasti di Jepang sudah tertanam sejak dahulu, hal ini dikarenakan secara historis, Jepang
dahulu merupakan wilayah Kekaisaran, dimana suksesi yang sekarang sudah ada tidak terbatas hanya pada
sistem monarki dan otokrasi Jepang itu sendiri. Seperti Partai Liberal Demokrasi, dimana 45 persen
menduduki Parliamen Jepang pada awal tahun 1990-an. Sampai pada hari ini, kurang lebih 30 persen dari
Lower House dan 40 persen dari Parliamen Partai Liberal Demokrasi tersebut berasal dari Dinasti Politik.
Lihat, Purnendra Jain, “Political Dynasties Dominate Japan’s Democracy”, dalam Australia-Japan in the
Region, Vol. 6, No. 3, (Maret 2018), hlm. 124, diakses melalui https://ajrc.crawford.anu.edu.au/department-
news/12278/political-dynasties-dominate-japans-democracy pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 11.26
WIB.

26 Negara India merupakan negara Demokrasi Parliamen, namun terdapat suatu bentuk sentralistis
politik dalam Pemilihan di negara tersebut. Terdapat beberapa Dinasti Politik yang paling mendominasi di
India, seperti Dinasti Politik Nehru-Gandhi yang ‘memproduksi’ tiga Perdana Menteri India. Selain Nehru-
Gandhi, ada pula Dinasti Politik Ambedkar, Bihar, dan lain-lain. Lihat, Amrita Basu, Democratic
Dpynasties: State, Party, and Family in Contemporary Indian Politics, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2016), him. 136.

27 Terdapat beberapa Dinasti Politik di Thailand yang juga cukup berkuasa, mengingat Thailand
sendiri memiliki Raja yang berkuasa. Seperti Yingluck Shinawatra, yang memenangkan Pemilihan House



dinasti politik yang sangat berpengaruh. Di Amerika Serikat (AS)?® yang juga
melaksanakan Pilkada untuk memilih kepala daerah, AS juga termasuk salah satu
negara yang memiliki banyak dinasti politik, dengan setidaknya terdapat 22
dinasti politik.?’ Keluarga Kennedy merupakan salah satu dinasti politik yang
paling berpengaruh di AS. Anggota keluarga Kennedy yang pertama kali terpilih
untuk memegang jabatan di pemerintahan adalah Patrick Joseph Kennedy (PJ
Kennedy).

Pada tahun 1884, PJ Kennedy terpilih menjadi anggota legislatif di negara
bagian Massachusetts dan pada tahun 1889, PJ Kennedy terpilih menjadi senator
di negara bagian yang sama. Anak dari PJ Kennedy, Joseph Patrick Kennedy Sr.

(JP Kennedy) merupakan Ketua dari Komisi Keamanan AS pada tahun 1934,

of Representative di Thailand, merupakan adik perempuan terakhir dari Mantan Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra, dan Partai-nya, Pheu Thai Party merupakan generasi kedua dari anak Partai yang dibentuk oleh
Thaksin. Selain dari Dinasti Shinawatra, terdapat beberapa dinasti lain, seperti Dinasti Khumpleum, Dinasti
Jao Pho, dll. Lihat, Stithorn Thananithichot dan Wichuda Satidporn, “Political Dynasties in Thailand: The
Recent Picture after the 2011 General Election”, dalam Asian Studies Review, Vol. 40, No. 3, (Juni 2016),
hlm. 340-359, diakses melalui
https://www.researchgate.net/publication/304144793 Political Dynasties in Thailand The Recent Pict
ure after the 2011 General Election pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 11.36 WIB. Lihat juga, Jemma
Purdey dan Prajak Kongkirati, “Evolving power of provincial political families in Thailand”, dalam South
East Asia Research, Vol. 24, Iss. 3, (Oktober 2016), hlm. 386-406, diakses melalui
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1177/0967828X16659570 pada tanggal 5 Januari 2021 pukul
11.38 WIB.

28 Amerika Serikat (AS) merupakan negara federal yang memiliki 50 negara bagian yang memiliki
konstitusinya masing-masing. Dalam konstitusi AS tidak disebutkan berapa banyak negara bagian yang
terdapat di Negara AS, namun terdapat klausula yang memungkinkan untuk membentuk negara bagian
baru. “New States may be admitted by the Congress into this Union...” Lihat, Article IV, Section 3, United
States Constitution.

Setiap negara bagian memiliki seorang gubernur yang memimpin yang dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pilkada, namun beberapa negara bagian memiliki plural executive, yang artinya tidak hanya
gubernur yang bertanggung jawab dalam cabang kekuasaan eksekutif di suatu negara bagian. Lihat,
Constitution of the State of Texas, Constitution of the State of California.

2% Menurut Stephen Hess, suatu keluarga dapat dikatakan sebagai dinasti politik apabila terdapat
setidak-tidaknya empat anggota keluarga yang menjabat di lembaga pemerintah. “Political dynasty as any
Sfamily that has had at least four members, in the same name, elected to federal office.” Lihat, Stephen Hess,
dalam Donn M. Kurtz I, “The Political Family: A Contemporary View”, dalam Sociological Perspectives,
Vol. 32, No. 3, (Autumn 1989), hlm. 331-352.



Ketua dari Komisi Kemaritiman AS pada tahun 1936, dan menjadi duta besar AS
di Inggris pada tahun 1938.

Politik dinasti Kennedy ini masih berlanjut sampai ke cucu PJ Kennedy,
yaitu John Fitzgerald Kennedy?® (JF Kennedy) yang merupakan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Massachusetts pada tahun 1947, senator AS
dari Massachusetts pada tahun 1953, dan menjadi Presiden AS yang ke-35 pada
tahun 1961. Sampai saat ini, anggota keluarga dinasti politik yang masih memiliki
posisi politik di AS adalah Joseph P. Kennedy III*! (JP Kennedy III) yang
merupakan anggota DPR AS dari Massachusetts, yang telah menjabat sejak tahun
2013.

Sejak Negara AS terbentuk, politik dinasti mulai dikenal pertama kalinya
melalui Keluarga Adams. John Adams?? merupakan wakil Presiden AS untuk
George Washington selama dua periode sebelum terpilih menjadi Presiden AS
kedua pada tahun 1796. Anak John Adams, John Quincy Adams?®3 terpilih menjadi

Presiden AS keenam pada tahun 1825. Hingga saat ini, John Donley Adams yang

30 Laman “John F. Kennedy” dalam situs resmi White House, Amerika Serikat,

<https://whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/jphn-f-kennedy/> pada tanggal 1 September
2020 pukul 18.57 WIB.

31 Laman “Adbout Joe”, dalam situs resmi House of Representatives, Amerika Serikat,
<https://kennedy.house.gov/about-joe> pada tanggal 1 September 2020 pukul 19.11 WIB.

32 John Adams lahir di Massachusetts Bay Colony pada tahun 1973. John Adams merupakan seorang
lulusan Fakultas Hukum di Harvard University dan sebelum menjabat menjadi Presiden merupakan anggota
di Kongres dan pelopor dari gerakan kemerdekaan AS. Laman “John Adams” dalam situs resmi White
House, Amerika Serikat, <https://whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-adams/> pada
tanggal 1 September 2020 pukul 20.52 WIB.

33 John Quincy Adams lahir di Braintree, Massachusetts, pada tahun 1767. Merupakan lulusan dari
Harvard College dan berprofesi sebagai pengacara. Sebelum menjabat menjadi Presiden, John Quincy
Adams merupakan sekretaris untuk ayahnya sendiri dan dianggap sebagai salah satu sekretaris AS terbaik
sepanjang masa. Laman “John Quincy Adams” dalam situs resmi White House, Amerika Serikat,
<https://whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-quincy-adams/> pada tanggal 1 September
pukul 20.56 WIB.
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masih merupakan anggota keluarga dari Keluarga Adams masih aktif di dunia
politik AS dan merupakan anggota partai Republik.

Selain dari pada Keluarga Kennedy dan Keluarga Adams, terdapat banyak
keluarga politik lainnya yang masih ada sampai sekarang di AS, seperti keluarga
Clinton dan keluarga Bush. Berdasarkan penelitian oleh Ernesto Dal Bo%,
meskipun politisi yang berasal dari dinasti politik tidak lebih dari 6 persen dari
representasi nasional di akhir 1990-an, namun pada penghujung perang saudara
di AS pada tahun 1861-1865, para politisi dari dinasti politik menduduki
sekurang-kurangnya satu per lima kursi di Kongres.?* Hal ini menandakan bahwa
politik dinasti sering terjadi di AS.

Fenomena maraknya politik dinasti tidak hanya terjadi di AS saja. Negara
tetangga Indonesia yang juga terkenal akan dinasti politiknya adalah negara
Filipina. Dalam Article 11, Section 26, disebutkan bahwa,

“The State shall guarantee equal access to opportunities for public
service, and prohibit political dynasties as may be defined by law.”>®

34 Ernesto Dal Bo, et. al., pernah melakukan riset terkait Dinasti Politik di Amerika Serikat namun
tidak dalam tataran Pemerintahan Daerah, lebih kepada lembaga legislatif atau anggota Kongres. Dalam
risetnya, Dal Bo menemukan bahwa 9% anggota Kongres pada 1789 sampai 1996 merupakan suksesi dari
Dinasti Politik. Lihat, Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder, “Political Dynasties”, dalam
Review of Economic Studies”, Vol. 76, (2009), him. 115-142.

35 Ibid.

36 Pada tahun 2005, Konstitusi Filipina mengalami perubahan. Larangan mengenai dinasti politik ini
ditegaskan kembali pada Pasal 115. Selain daripada bunyi klausula dalam Konstitusi tersebut, terdapat
Sangguniang Kabatan Reform Act tahun 2016 adalah satu-satunya regulasi yang mengatur mengenai politik
dinasti di Filipina. Terdapat beberapa peraturan yang sedikit menyinggung mengenai politik dinasti namun
tidak disebutkan secara eksplisit seperti dalam Republic Act 7160 atau dalam Local Government Code,
Buku I, Judul 2, Bagian 1, Pasal 43 menyatakan limitasi atas periode pemerintahan daerah, namun
pembatasan tersebut tidak mengatur mengenai pembatasan atas kerabat atau keluarga dari petahana maupun
jabatan publik yang diduduki oleh anggota keluarga dalam waktu yang sama.

Terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada di Filipina, salah satunya the Anti-
Dynasty Law, namun masih belum diresmikan sejak tahun 1987. Pada tahun 2011, Senator Miriam
Defensor Santiago mengajukan Draft UU Senat 2649 yang melarang dinasti politik untuk menjabat posisi-
posisi politik di pemerintahan daerah, yang kemudian RUU ini diubah menjadi House Bill 3587, namun
juga belum disahkan.
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Meskipun hal tersebut tertera dalam Konstitusi Filipina, dalam praktiknya, dinasti
politik di Filipina masih sangat tinggi.

Pada tahun 1995 sampai 2007, rata-rata 31,3 persen anggota kongres dan
23,1 persen gubernur digantikan oleh kerabat sendiri.’’ Pada tahun 2014,
Querubin dalam penelitiannya menemukan bahwa setidaknya 50-70 persen
politisi di Filipina memiliki hubungan kekerabatan dalam dinasti politik yang ada
di Filipina.*® Dalam penelitian yang berbeda, Querubin menemukan bahwa
persentase dari politisi yang berasal dari dinasti politik di lembaga legislatif
mendekati 60 persen.>

Di Indonesia, pengaturan mengenai politik dinasti pada awalnya terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada 2015), lebih tepatnya pada Pasal
7 huruf r yang berbunyi, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta

37 Pada tahun 1995, 83 anggota kongres terpilih untuk periode ketiga dan 36 di antaranya digantikan
oleh kerabat sendiri. Kerabat dapat berarti suami atau istri, anak, sepupu, dan lain sebagainya. Dalam
penelitian yang sama disebutkan bahwa setidaknya terdapat 40 persen dari keseluruhan provinsi di filipina
yang memiliki gubernur dan anggota kongres yang merupakan kerabat. Lihat, Ronald U. Mendoza, Edsel
L. Beja Jr, Victor S. Venida, dan David B. Yap, “Inequality in democracy: Insights from an empirical
analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress”, dalam Philippine Political Science Journal,
Vol. 33, No. 2, (Desember 2012), hlm. 132-145.

38 Setidaknya terdapat 70 persen dari jumlah anggota legislatif merupakan anggota dari dinasti
politik, dan 77 persen dari jumlah anggota legislatif yang berusia 26 sampai 40 tahun juga anggota dinasti
politik. Lihat, Pablo Querubin, “Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political
Dpynasties in the Philippines”, Paper, dalam APSA 2012 Annual Meeting Paper, hlm. 2.

39 Pablo Querubin, “Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines”, dalam Quarterly
Journal of Political Science, Vol. 11, No. 2, (Juli 2016), hlm. 151-181.
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Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut: tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”*

Pada tahun 2015 yang lalu, Adnan Purichta Ichsan S.H. ke Mahkamah
Konstitusi dan melakukan uji materiil terhadap Pasal 7 huruf r UU Pilkada 2015
tersebut dengan dasar permohonan bahwa klausula dalam Pasal 7 huruf r UU
Pilkada 2015 tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 yang menganut equality before
the law.*' Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut, MK
berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI

1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak

yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari

40 Dalam Penjelasan UU Pilkada 2015, yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan
dengan petahana’ adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atua garis keturunan 1
(satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi,
kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Lihat, Penjelasan
Pasal 7 huruf r, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

4! Pemohon berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r UU Pilkada 2015 tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat
(4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal
21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa; Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, dan
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pemohon
juga merujuk pada Putusan MK nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004, yang
menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih (vight fo vote and right to be candidate) adalah hak yang
dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan,
peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga
negara.

Menurut pemohon, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi
sebagai norma hukum tertinggi (law of the land) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (rule of
law), sehingga penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai
bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut dalam permohonannya, Sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara Indonesia menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam
pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam demokrasi, Pemilu bukan saja sebuah sarana agar
hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terwujud, melainkan juga
berfungsi pertama sebagai sumber utama untuk merekrut politisi dengan partai politik sebagai sarana utama
dalam penominasian kandidat, kedua untuk membentuk pemerintahan dan ketiga untuk membatasi perilaku
kebijakan pemerintah otoriter yang tidak lagi disetujui rakyat, sehingga dapat dikontrol pada Pemilu
selanjutnya. Lebih lanjut, fungsi Pemilu adalah sarana untuk melegitimasi politik bagi pemerintah yang
berkuasa.
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1.2

tindakan diskriminatif. Ini didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak
konstitusional bagi seluruh warga negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar
pertimbangan itu, maka materi muatan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada 2015
jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu batal demi hukum.
Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, maka Peneliti merasa
diperlukan suatu penelitian yang secara komprehensif yang meneliti mengenai
pengaturan dan pelaksanaan Pilkada di Indonesia dan melakukan studi komparatif
dengan Negara-Negara lain, yakni negara Filipina dan Amerika Serikat. Sehingga
penelitian ini berjudul “Studi Komparasi Politik Dinasti dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dengan Negara Amerika

Serikat dan Filipina”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti dalam pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia setelah reformasi konstitusi?

2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti dalam pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota di Filipina dan Amerika Serikat?

3. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti yang ideal dalam

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di masa yang akan datang?

14



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian

1.

Untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti dalam pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota dalam Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia.

Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti dalam
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Filipina dan Amerika Serikat.
Untuk mengkaji pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti yang ideal dalam

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi
studi ilmu hukum dan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia
khususnya dalam perihal Pemilihan Umum.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat RI sebagai lembaga yang berwenang membuat dan
menyusun Undang-Undang dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang
terkait Pemerintahan Daerah dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang mengatur secara komprehensif mengenai Politik Dinasti.
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1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai
berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penelitian.

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori dan landasan konseptual yang berisikan

teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang

dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual

menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang

digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan

penelitian, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian,

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN

Dalam bab hasil penelitian, peneliti akan menguraikan 3 (tiga) hal penting

yang relevan dengan rumusan masalah yang ada, yakni i) pengaturan dan

pelaksanaan politik dinasti di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

undangan; ii) pengaturan dan pelaksanaan politik dinasti di Filipina dan

Amerika Serikat; dan iii) analisis mengenai pengaturan dan pelaksanaan
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politik dinasti yang ideal yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Peneliti
menganalisis rumusan masalah yang ada berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, landasan teoritis dan landasan
konseptual.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dan

saran terkait penelitian yang telah Peneliti lakukan.
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